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. Perkawinan campuran merupakan sebuah kondisi
nyata dan bagian dari dimensi kehidupan masyarakat
Indonesia, sebagaimana diatur dlm Pasal 57 dan 58
UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akan
diakui dan dilindungi oleh Negara, apabila persyratan
& pencatatan perkawinannya sesuai reqgulasi yg ada

2. Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan

memperoleh status kewarganegaraan ganda, setelah
berusia 18 th atau sudah kawin anak tsb hrs menyata
kan memilih, dan hrs dismpkn dlm wkt paling Imbt 3
th setelah anak berusia 18 th atau sdh kawin.

. Perlu adanya pemahaman dan persamaan persepsi
tentang kebijakan pemerintah untuk memberikan




PERMASALAHAN
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. Bagi anak berkewargénegaraan ganda terbatas yang sdh

mempunyai kewajiban memilih ternyata tdk menggunakan
kewajiban memilih smp batas usia yg telah ditentukan,
apakah dinas dukcapil dapat langsung merubah kedalam
database kppdkn bhw ybs menjadi WNA

. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang tidak

mempergunakan fasilitasnya apakah statusnya tetap sebagai
WNI atau juga kehilangan kewarganegaraan WNI nya?
Dokumen apa yang membuktikan anak tersebut kehilangan
kewarganegaraannya.

. Bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dan lahir di

luar wilayah NKRI dan sdh mempunyai akta kelahiran dan
paspor dr negara asing, dokumen apa yang membuktikan
bhw anak ybs berkewarganegaraan ganda, apabila orang
tua ybs melapor ke Dinas Dukcapil
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1 Asas : Kontens : Asas :

| 1.lus sanguinis 1.WNI 1.Universal

{ 2.lus soli 2.Perolehan Ke- 2. Permanen
3.Ke-WN Tunggal WN RI 3.Wajib

3.Kehilangan 4.Berkelanjutan
Ke-WN

Kontens :
1.Pendaftaran Peddk
2.Pencatatan Sipil

3.Pengelolaan
Informasi Kepddk




DASAR HUKUM
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PP NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG TATACARA

MEMPEROLEH, KEHILANGAN,

PEMBATALAN DAN
MEMPEROLEH KEMBALI
‘..: KEWARGANEGARAAN RI

- UU NO. 23 TAHUN 2006
TTG ADMINDUK

4—} UU No. 24 Tahun 2013
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TTG Perubahan UU 23

PP NO. 37 tahun 2007
TENTANG PELAKSANAAN
UU NO. 23 TAHUN 2006

PERPRES NO.25 TAHUN 2008 TENTANG
TATACARA DAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

PERATURAN DAN KEBIJAKAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
LAINNYA YANG MENDUKUNG
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3 DKOK PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 2013+

ﬁ Perubahan UU No. 23 th 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yg telah
diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013
merupakan perubahan yg mendasar
dibidang adminduk.

2. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud
adalah utk meningkatkan efektivitas pelayanan
adminduk kpd masyarakat, menjamin akurasi
data kependudukan dan ketunggalan NIK serta

ketunggalan dokumen kependudukan.




alam F';%ta- mewujudkan tertib adminduk;
ararpada hakikg_tnya berkewajiban :

Memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum bagi penduduk Indonesia

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan,

penentuan status pribadi dan status hukum bagi
penduduk Indonesia diperlukan pengaturan
tentang administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan meliputi
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan




e
UKUM ADM KEPENDUDUKAN

e Administrasi kependudukan merupakan

pengakuan negara terhadap status
pribadi dan status hukum penduduk

il « Administrasi kependudukan sbg pengakuan
negara pelaksanaannya didasarkan pada

hukum positif Indonesia

o Administrasi kependudukan

menindaklanjuti pendaftaran dan
pencatatan status pribadi dan status
hukum yang diatur/ dinyatakan sah oleh
hukum positif Indonesia




HAK' DAN'KEWA JIBAN PENDUDUK
DIIBIDANG ADMINDUK .

a. Hak penduduk, untuk memperoleh

Dokumen penduduk.

Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.

Perlindungan atas data pribadi.

Kepastian hukum atas pemilikan dokumen
kependudukan.

Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau
keluarganya.

Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat
kesalahan dalampendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi
oleh Instansi Pelaksana.




R Lanjutan
RIS
b. Kewajiban penduduk adalah :

Wajib melaporkan peristiwa kependudukan &

peristiwa penting yg dialaminya ke Dinas
. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan

Persyaratan yang diperlukan diatur dalam peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



RUANG LINGKUP ADMIHE‘UK

Penerbitan NIK
Perubahan alamat;
Pindat dim Wil Indenesia
Pindat Antar negara;
Penddk Pelintas batas;
Pendataan Penduduk
Rentan Adminduks
Pelaparan pddk yy tdk
mampu mengantar
sendiri

PEMERBITAN
NIK, KK, KTPSrt Ket Kpdin

_ik
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PENCATATAN ATAS
PELAPORAN PERISTIWA

/

Pemanmfaztan data
utk pemerintahan &

PEMEREITAN AKTA/
PEMEUATAN CATATAN PINGGIR




| PERKAWINAN CAMPURAN

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk
pada hukum yang berlainan karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Asing ;

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia
dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan ;

- 3. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang

berwenang.
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| PENCATATAN PERKAWINAN
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1. Pencatatan Perkawinan campur dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya selain agama islam dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

2N eNoley

. Persyaratan Pencatatan Perkawinan
a.

Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama/pendeta atau perkawinan Penghayat
Kepercayaan yg ditdtngani oleh Pemuka Penghayat
Kepercayaan ;

KTP suami dan istri ;

Pas Foto Suami dan Istri ;

Kutipan Akta Kelahiran suami atau istri ;

Paspor bagi suami atau istri Orang Asing ;

Ijin dari negara atau perwakilan negaranya bagi Orang
Asing.



| PERJANJIAN PERKAWINAN | .
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Perjanjian Perkawinan, berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Atas dasar itu,
maka terhadap perkawinan yang lalai dilaporkan pada saat
pencatatan perkawinan, dapat dicatatkan pada Register Akta
Perkawinan setelah adanya PENETAPAN PENGADILAN dan
diterbitkan Surat Keterangan.
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SURAT KETERANGAN
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Surat ini menerangkan bahwa perkawinan antara :

Telah tercatat dalam Akta Perkawinan No. ......... Tanggal ....... Oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota ........ Dengan melampirkan
Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris No. ........
Tanggal ............... yang dibuat dihadapan Notaris, .............. o | IR
(*) Perjanjian Perkawinan mana telah ditetapkan dengan Penetapan

— Pengadiilan Negeri ......... No. ............. Tanggal ...........

LY

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana
mestinya sebagai dokumen sah.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
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/ Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya
Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di
tempat penduduk berdomisili. (Ps. 102 huruf b
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

(Hal ini tidak merubah azas peristiwa pada
pencatatan sipil, artinya "“Penulisan tempat
terjadinya peristiwva penting di dalam akta
pencatatan sipil tetap menunjuk pada tempat
terjadinya peristiwa”)
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PASAL- PASAL YANG BERKAITAN DENGAN PENCATATAN
PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN

( UU NO. 23 TAHUN 2006)

PASAL 53

(1) Perubahan status kewarganegaraan
dari warga negara asing menjadi Warga
Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh
Penduduk yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana di tempat peristiwa
perubahan status kewarganegaraan
paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak
berita acara pengucapan sumpah atau
pernyataan janji setia oleh pejabat

. UUNO. 23
TAHUN 2006

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir
pada register akta Pencatatan Sipil dan

kutipan akta Pencatatan Sipil

Diatur lebih lanjut
= - oleh Peraturan
Presiden

(2)

3)

(4)

PASAL 54

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI
menjadi WNA di luar wilayah NKRI yang telah
mendapatkan persetujuan dari negara setempat,
wajib dilaporkan oleh penduduk yang
bersangkutan kepada Perwakilan RI

Perwakilan Rl setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan
Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

Pelepasan kewarganegaraan Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan oleh Perwakilan RI setempat
kepada menteri yang berwenang berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register akta
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan
Sipil



- PASAL- PASAL YANG BERKAITAN DENGAN PENCATATAN [

PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN —

(PERATURAN PRESIDEN NO. 25 TAHUN 2008) | | |

PASAL 9 — PASAL 95 -— PASAL 96

";f.l',' ™

(1) Penc. Pelaporan perubahan B - (1) Anak ganda terbatas paling
S k_ewarganggaraan da_m & lambat 3 tahun setelah usia 18
WNA mjd WNI dilakukan di tahun atau sudah kawin hrs

le gt?_u UPTD di tempat menyatakan memilih salah satu
peristiwa kewarganegaraannya dan lapor
kepada IP atau UPTD

(2) Waktu pelaporan 14 hari
terhitung sejak tanggal batas
waktu yang ditentukan
berdasarkan peraturan per-UU
untuk memilih terakhir

(3) Waijib mengembalikan KTP dan
menyerahkan KK serta Akta
Capil untuk diubah oleh IP atau
UPTD

(4) Membuat catatan pinggir

(1) Perubahan status kewarganegaraan
dari WNI menjadi WNA di luar NKRI
dilakukan di Perwakilan RI

(2) Syarat pelaporan: Surat persetujuan
perubahan dari WNI menjadi WNA
dari negara bersangkutan, fotocopy
akta capil, fotocopy paspor.

(2) Syarat-syarat pelaporan:

salinan keppres/kepmen,
kutipan akta capil, fotokopi

kk, ktp, paspor (3) Tatacara pelaporan: mengisi dan

menyerahkan formulir, verifikasi dan
validasi berkas, diterbitkan dan
ditandatangani Surat Keterangan
Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia, data perubahan
kewarganegaraan dikirim kepada
Menteri yang mengurusi
kewarganegaraan dan diteruskan
kepada Kemendagri, Kemendagri
meneruskan kepada IP yang
menerbitkan Akta Capil, dibuatkan
catatan pinggir pada register akta
capil.

~ (3) Tatacara pelaporan:

mengisi dan menyerahkan
formulir, membuat catatan
pinggir, merekam data

perubahan

(5) Merekam data perubahan
status




C. Pencatatan'Perubahan'Status’AnakiBerkewarganegaraan

Ganda lerbatas

1. Anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang nomor 12 tahun 2006

a. Mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh keputusan
Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan status kewarganegaraan R.I ;

b. Setelah memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM melapor ke IP Dukcapil
Apabila aktanya diterbitkan di Indonesia, maka diberi catatan pinggir pada akta
kelahiranya bahwa yang bersangkutan WNI, namun apabila aktanya tidak diterbitkan
di wilayah Indonesia, maka IP Dukcapil menerbitkan Surat keterangan pelapor
pencatatan bahwa yang bersangkutan memilih kewarganegaraan ganda terbatas.

c. Adapun bunyi catatan pinggir sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sbb:
, " Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor..........

— Tahun........... tentang kewarganegaraan R.I atas nama............ memperoleh

' kewarganegaraan R.I berdasarkan pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006.”

d. Subyek dari pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 yaitu anak yang memilih
kewarganegaraan ganda terbatas karena kelahiran,  pengakuan  anak
maupun pengangkatan anak.




e lanjutan

2. Lahir setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 .

Untuk anak yang lahir dari perkawinan campur yang salah satunya orang | =
tuanya WNI setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 E
maka akta kelahirannya ditulis WNI , dan akan diterbitkan juga Surat
Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda.

3. Pencatatan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas usia ”‘
18 tahun atau paling lambat 21 tahun.

a. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas berusia 18
tahun atau paling lambat 21 tahun yang telah memilih
kewarganegaraan R.I wajib melapor ke IP Dukcapil

b. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas berusia 18
tahun atau paling lambat 21 tahun yang memilih kewarganegaraan

| asing atau tidak memilih dinyatakan sebagai orang asing. IPDukcapil
— mencabut Kartu Keluarga dan Kartu TandaPenduduk dan memberikan
— catatan pinggir pada akta catatan sipilnya.

4. Buku yang digunakan dalam pencatatan anak berkewarganegaraan
= ganda terbatas adalah Buku Daftar Anak Berkewarganegaraan Ganda
Terbatas
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